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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Kutoharjo Tahun 2015 telah sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan, baik terhadap peraturan perundang-undangan 
maupun peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih rinci. Pelaksanan tersebut 
sebagai berikut ini.  
1.1. Pada tahap perencanaan diawali dengan pelaksanaan musrenbangdes yang 
melibatkan seluruh lapisan masyarakat.  
1.2. Pada tahap pelaksanaan, penggunaan dana desa telah sesuai dengan usulan 
masyarakat dengan mempertimbangkan usulan bupati, yakni prioritas 
pelaksanaan dana desa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa 
pengelolaan dan pembinaan posyandu, pembangunan sarana dan prasarana 
desa berupa pemeliharaan jalan dan pengembangan potensi ekonomi lokal 
berupa pendirian BUM Desa.  
1.3. Pada tahap pertanggungjawaban,pelaporan dana desa juga sudah dibuat 
sesuai ketentuan, dimana laporan dibuat pada saat semester I dan II. 
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2. Terkait penerapan akuntabilitas terhadap masyarakat dalam 3 tahapan 
pengelolaan Dana Desa Kutoharjo Tahun 2015, dapat disimpulkan sebagai 
berikut ini.  
2.1. Pada tahap perencanaan warga berpartisipasi melalui rembug warga yang 
dimulai dari tingkat RT untuk selanjutnya disampaikan pada saat 
musrenbangdes. 
2.2. Pada tahap pelaksanaan Pelaksana Pekerjaan dan perangkat desa memberi 
tahu warga akan adanya pekerjaan dan meminta untuk ikut terlibat dalam 
bentuk apa pun. 
2.3. Pada tahap pertanggungjawaban, setelah seluruh pekerjaan selesai 
dilaksanakan warga dapat melihat keseluruhan penggunaan dana desa pada 
papan info grafis yang dipasang di Balai Desa Kutoharjo. 
3. Dalam hal penerapan akuntabilitas berdasarkan LAN dan BPKP dapat 
disimpulkan sebagai berikut.  
3.1. Penerapan akuntabilitas keuangan yang merepresentasikan 
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan 
kesesuaian terhadap peraturan, Pemerintah Desa Kutoharjo telah 
melaporkan hasil pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 sesuai dengan 
anggaran dan peraturan yang berlaku. 
3.2. Penerapan akuntabilitas manfaat pada masyarakat yang menekankan 
terhadap hasil dari setiap kegiatan pemerintah, masyarakat dapat menikmati 
hasil dari pembangunan secara langsung.  
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3.3. Penerapan akuntabilitas prosedural berupa pertanggungjawaban terkait 
kepastian hukum, etika, moralitas dan ketaatan dalam setiap prosedur 
terutama dalam hal penetapan kebijakan, Pemerintah Desa Kutoharjo 
menekankan bahwa setiap pengambilan keputusan harus berasal dari usulan 
masyarakat dan setiap keputusan yang dihasilkan didokumentasikan dan 
dilegalkan melalui keputusan Kepala Desa. 
4. Jenis kegiatan yang diambil pada tahun 2015 mengutamakan pembangunan 
infrastruktur dimana pengerjaannya menggunakan tenaga ahli menjadi 
kekurangan tersendiri. Dengan penggunaan tenaga ahli, kesempatan masyarakat 
untuk terlibat secara langsung menjadi lebih kecil. Selain itu, dengan fokus 
penggunaan dana ke pembangunan infrastruktur membuat salah satu tujuan dana 
desa untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan masyarakat desa 
sebagai subjek pembangunan menjadi sulit tercapai. 
 
5.2  Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu pelaksanaan penelitian 
yang terpaut cukup lama dibandingkan dengan waktu pelaksanaan, yakni melebihi 
satu tahun, sehingga beberapa narasumber sering memberikan keterangan yang 
kabur antara pelaksanaan tahun 2015 dan 2016. Selain itu, informan tidak 
mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tidak ada konfirmasi kembali 
atas hasil wawancara terhadap informan. 
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5.3 Saran 
Penelitian selanjutnya yang dilaksanakan di masa yang akan datang 
diharapkan penulis mampu untuk mengaji lebih detail tentang pelaksanaan 
pengelolaan dana desa, terutama dalam aspek manfaat bagi masyarakat. 
  
